Ali Akbar: Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran

Nikah Sirti Menurut
Perspektif Al-Quran

Pendahuluan

Islam sebagai ajaran yang sesuai dengan
titrah manusia telah mensyari’atkan adanya
pernikahan bagi setiap manusia. Pernikahan
atau disebut juga perkawinan merupakan
ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan
perempuan untuk memenuhi tujuan hidup
berumah tangga sebagai suami isteri dengan
memenuhi syarat dan rukun yang telah
ditentukan oleh syariat Islam.!

Secara normatif, banyak ayat maupun
hadits yang menganjurkan umatnya untuk
melakukan pernikahan, antara lain firman
Allah dalam surat an-Nuur ayat 32:
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Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang
yang sendirian di antara kanm, dan orang-
orang yang layak (bernikah) dari hamba-
hamba sabayamu yang perempuan. Jika
mereka miskin, Allah akan memampukan
mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah
Mabha Ilnas pemberian-Nya lagi Maba
Mengetahui”? (QS. An-Nuur : 32).

Begitu juga firman Allah Swt. dalam
surat an-Nahl ayat 72:
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Oleh: Ali Akbar

Nikah sirri atau lazim juga disebut nikah
bawah tangan dalam konteks masyarakat
Indonesia adalah pernikahan yang
dilakukan oleh wali atau wakil wali dan
disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak
dilakukan di hadapan Petugas Pencatat
Nikah (PPN) sebagai aparat resmi
pemerintah atau perkawinan yang tidak
dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA),
sehingga dengan sendirinya tidak
mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang. Terjadinya
nikah sirri, antara lain disebabkan karena
hamil di luar nikah, faktor tekanan
ekonomi, ingin melakukan poligami secara
diam-diam karena takut terjerumus dalam
pergaulan bebas, atau karena ingin
menghindar dari peraturan yang berlaku.
Meskipun nikah tersebut dinilai sah,
namun Rasul menyuruh masyarakat yang
menikah  untuk  mengumumkan
pernikahannya dengan walimah (kenduri/
syukuran), guna untuk menghindari dari
fitnah. Selain dapat menimbukkan dampak
negatif, nikah sirri dapat pula
menimbulkan/dosa  bagi  pelaku-
pelakunya, karena melanggar ketentuan
yang ditetapkan oleh pemerintah (ulul
amri). Sementara al-Quran memerintahkan
setiap muslim untuk menta’ati ulul amri
selama tidak bertentangan dengan hukum
Allah. Dalam hal pencatatan tersebut, ia
bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru
sangat sejalan dengan semangat al-Quran.

Keyword: Nikab, Sirri dan al-Quran
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Artinya: “Allah menjadikan bagi kamm istri-
istri dari jents kamu sendiri dan menjadikan
bagimu dari istri-istri kamu itn, anak-anak
dan cuen-cucn, dan memberinmn rexki dari yang

baik-baik”.(QS. an-Nahl : 72)

Demikian pula hadits Nabi Saw. yang
menganjurkan umatnya supaya menikah,
antara lain sebagaimana yang diriwayatkan
Ibnu Mas’ud ra.:
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Artinya: “Dari Ibnn Mas'nd ra. dia berkata:
“Rasutullah saw. bersabda: “Wahai golongan
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kanm mutda, barangsiapa diantara kamu telah
mampu akan beban nikah, maka hendaklah
dia menikah, karena sesunggubnya menikah
itu lebih dapat memejamkan pandangan mata
dan lebib dapat menjaga kemalnan. Dan
barangsiapa yang belum mampn (menikab),
matka hendaklab dia (rajin) berpuasa, karena
sesungguhnya puasa itu menjadi penaban nafsu
baginya”? (HR. Al-Jama’ah).

Dalam pandangan Islam, pernikahan
bukan hanya sekedar formulasi hubungan
suami isteri, pergantian status, serta upaya
pemenuhan kebutuhan fitrah manusia. Akan
tetapi, pernikahan mempunyai dimensi
aspek #budiyah. Ia dispesialisasikan sebagai
sebuah bentuk ikatan yang sangat kuat
(mitsagon ghalidhan) untuk menta’ati perintah
Allah dan melaksanakannya. Oleh karena
demikian pentingnya perkawinan atau
pernikahan, maka ia harus dilakukan
menurut ketentuan hukum Islam, dan
keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum
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Negara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar perkawinan
tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Dalam Islam, pernikahan adalah sah bila
telah terpenuhi dan rukun
sebagaimana diatur dalam al-Qur’an dan
hadits, atau yang telah terhimpun dalam
khazanah hukum fiqih. Sementara dalam
perspektif hukum positif di Indonesia,
perkawinan atau pernikahan bagi umat
Islam, di samping harus dilakukan menurut
hukum Islam, maka setiap perkawinan wajib
dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh
Pejabat Pencatat Nikah (PPN) menurut
peraturan perundang-undangan yang
betlaku,* yang dapat dibuktikan dengan
akta autentik yang diterbitkan atau
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
sebagai alat bukti tentang telah terjadinya
suatu peristiwa hukum.

syarat

Akan tetapi kenyataannya, bagi
komunitas Indonesia dan
masyarakat Indonesia pada umumnya tidak
semuanya yang mematuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan tersebut,
terkadang masih ada - bahkan cukup banyak
- pasangan calon pengantin sengaja tidak
mencatatkan perkawinannya. Dengan
berbagai alasan, mereka melakukan
pernikahan di bawah tangan atau nikah sir7z,

muslim

ada yang menyebut kawin syar’i, kawin
modin, dan kerap pula disebut kawin kiyai.’
Dalam konteksnya dengan pencatatan
perkawinan, banyak istilah yang digunakan
untuk menunjuk sebuah perkawinan yang
tidak tercatat tersebut.

Perkawinan yang tidak dicatat atau
sering disebut dalam masyarakat dengan
nikah di bawah tangan atau nikah sirr,
kebanyakan terjadi dalam perkawinan di
bawah umut, karena hamil di luar nikah dan
bagi seseorang yang ingin melakukan
poligami secara diam-diam agar tidak
diketahui oleh isteri dan anak-anak si suami,
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karena ingin menghindar dari aturan yang
dimuat dalam Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti
mengharuskan seorang suami, apabila ingin
beristeri lebih dari satu, harus mendapatkan
persetujuan dari isterinya dan setelah
mendapat izin dari Pengadilan Agama.
Perkawinan yang di bawah tangan atau
nikah sir7 ini seringkali diterpa kegoncangan
dan terjadi perselisihan dalam rumah
tangga. Bahkan kadangkala tidak jarang
suami melakukan wanprestasi untuk
mengingkari perkawinan yang telah
dibinanya, menjatuhkan talak terhadap
isterinya dengan semena-mena. Akhirnya
makna dan tujuan perkawinan yang
sesungguhnya sakral dan sebuah ikatan
luhur lahir bathin untuk membentuk
keluarga bahagia sulit akan terwujud.
Dalam tulisan yang akan diturunkan ini
mencoba menela’ah tentang nikah sirri
menurut perspektif al-Quran “sudut
pandang hukum Islam”, dengan menjelaskan
terlebih dahulu tentang makna nikah sz,
faktor-faktor yang melatarbelakangi
terjadinya nikah sirri serta solusinya.

Pengertian Nikah Sirri

Kata “nikah sirri” sebagai kesatuan dari
dua kata “wikah” dan “sirri” bukanlah kata
baku dan pemakaiannya pun belum populer
pada sebagian masyarakat di Indonesia,
tetapi cukup banyak dikenal. Secara literal
Nikalh Sirri berasal dari bahasa Arab yang
terdiri dari dua kosa kata yaitu “nikah” dan
“Sirri”. Nikah yang menurut bahasa artinya
mengumpulkan, saling memasukkan, dan
digunakan untuk arti bersetubuh (wazhi).”
Kata “nikal” sering dipergunakan untuk arti
persetubuhan (coitns), juga untuk arti akad
nikah.” Dalam bahasa Indonesia, istilah
pernikahan sering disebut juga perkawinan.
Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang
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menurut bahasa artinya membentuk
keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau
beristeri; melakukan hubungan kelamin atau
bersetubuh.?

Sedangkan kata “sirri” berasal dari
bahasa Arab yang berasal dari infinitif szrran
dan sirriyyun. Secara etimologi, kata sirran
berarti secara diam-diam atau tertutup,
secara batin, atau di dalam hati. Sedangkan
kata sirriyyun berarti secara rahasia, secara
sembunyi-sembunyi, atau misterius.’ Jadi
nikah sirri, artinya nikah rahasia (secret
marriage), pernikahan yang dirahasiakan dari
pengetahuan orang banyak."” Dengan
demikian beranjak dari arti etimologis, nikah
sirri dapat diartikan sebagai pernikahan yang
rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai
pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi
pernikahan ini sengaja
disembunyikan dari publik dengan berbagai
alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh
kalangan terbatas keluarga dekat, tidak
dimeriahkan dalam bentuk resepsi walimatul

semacam ni

ursy secara terbuka untuk umum.

Sedangkan defenisi atau konsep nikah
sirrZ secara terminologi, terdapat perbedaan
pendapat yang dikemukan para ahli, antara
lain menurut Mahmud Syalthut'' misalnya
- Rektor Universitas al-Azhar di Kairo Mesir
- menjelaskan bahwa nikah 5777 merupakan
jenis pernikahan di mana akad atau
transaksinya (antara laki-laki dan perempuan
tidak dihadiri oleh para saksi, tidak
dipublikasikan (¢7an), tidak tercatat secara
resmi, dan sepasang suami isteri itu hidup
secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak
ada orang lain selain mereka berdua yang
mengetahuinya.

Begitu juga menurut Keputusan Ijtima’
Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama
Indonesia, nikah di bawah tangan yang
dimaksud dalam fatwa ini adalah
“Pernikahan yang terpenuhi semua rukun
dan syarat yang ditetapkan dalam fiqih
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(hukum Islam) namun tanpa pencatatan
resmi di instansi berwenang sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-
undangan”.’ Demikian pula pendapat Prof.
H.A. Wasit Aulawi, menjelaskan apa persisnya
yang dimaksud dengan nikah sirr,
menyebutkan bahwa “nikah sir”” adalah
pernikahan yang belum diresmikan, belum
diumumbkan secara terbuka kepada masyarakat
atau pernikahan yang belum dicatatkan pada
lembaga pencatatan. Ini bisa dua-duanya,
belum diumumkan secara terbuka kepada
masyarakat, atau mungkin hanya salah
satunya saja, yaitu sudah dicatat tapi belum
diadakan resepsi pernikahan/walimatnl nrs.”®
Dari beberapa defenisi tersebut di atas
dapat disimpulkan bahwa pernikahan szrr,
atau sering juga diartikan oleh masyarakat
umum dengan nikah bawah tangan adalah ;
Pertama, pernikahan tanpa wali. Artinya
pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh pihak
wali karena tidak mendapat perstujuan wali,
atau hanya karena ingin memuaskan nafsu
syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi
ketentuan-ketentuan yang ditetapkan
syati’at. Kedua; pernikahan yang sah secara
agama, namun tidak dicatatkan secara resmi
pada instansi berwenang sebagaimana diatur
dalam perturan perundang-undangan negara.
Ketiga; pernikahan yag sudah dicatat, tetapi
masih dirahasiakan atau belum diresmikan
secara terbuka kepada khalayak karena
pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Penelusuran Munculnya Istilah Nikah
Sirri

Berbicara tentang pernikahan szrr/ atau
nikah yang dirahasiakan, sebenarnya
memang sudah dikenal di kalangan para

ulama sejak masa lalu. Hanya saja nikah sirri

yang dikenal pada masa dahulu berbeda
pengertiannya dengan nikah sir77 pada masa
sekarang. Pada masa dahulu yang dimaksud
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dengan nikah sirr, yaitu pernikahan yang
memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun
perkawinan dan syaratnya menurut syari’at,
yaitu adanya mempelai laki-laki dan
mempelai perempuan, adanya jab gabul yang
dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-
laki dan disaksikan oleh dua orang saksi,
hanya saja si saksi diminta untuk
merahasiakan atau tidak memberitahukan
terjadinya pernikahan tersebut kepada
khalayak ramai, kepada masyarakat, dan
dengan sendirinya tidak ada 7Zanun-nikah
dalam bentuk walimatul-"nrsy atau resefsi
pernikahan lainnya.

Dalam literatur Islam, setidaknya ada
dua hadits yang pernah menyebut istilah
nikah sirri.
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Artinya:

membenci nikah yang disembunyikan, sampai-

sampai dipuknllah gendang dan dikatakan:
“kami mendatangi kalian, sambutlah kami

“Sesunggubnya Nabi Saw.

dan kami akan menyambut kalian.”

Dalam hadits tersebut, Nabi Saw: pernah
menyebutistilah nikah sirti, tapi masih belum
memperjelas dan merinci gambaran nikah
sirri. Namun yang pasti, beliau membenci
nikah sirri tersebut. Untuk memperjelas nikah
sirri yang dimaksud Nabi Saw: tersebut, petlu
dipertimbangkan peristiwa yang terjadi pada
pada masa Umar bin Khattab, yakni ketika
beliau  dihadapkan  pada
berlangsungnya pernikahan tersebut.
Berikut ini kutipan dari kitab Imam Malik:
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Artinya: “Dari Malik, dari Zubair, Malif
Berkata: “Pernab dibadapkan suatu persoalan
pada Umar bin Khattab, yaitn snatn
pernikaban yang hanya disaksikan oleh
seorang laki-laki dan seorang wanita. Dalam
hal ini, Umar menanggapi: “Ini adalab nikab
sirri, saya tidak memperbolehkannya.
Bilamana saya mendapatinya niscaya saya
akan merajamnya.”’

Dari tindakan Umar ini, menggambarkan
bahwa nikah szr77 adalah nikah yang saksinya
tidak sempurna sebab hanya terdiri dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan.
Jadi, setiap pernikahan yang tidak dihadiri
saksi secara sempurna (dua orang laki-laki)
maka dikategorikan nikah sir7i. Apalagi bila
pernikahannya tidak dihadiri saksi, maka
tentu saja pernikahannya tidak sah.

Dalam hadits lain yang diriwayatkan
oleh Alisyah r.a Nabi Saw. mengatakan:
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Artinya: “Kawinilah olehmn Kanm wanita
itn. Maka sesungguhnya mereka akan

mendatangkan harta (rezeki) bagi kamn”
(HR. Hakim dan Abu Dawud).

Berdasarkan teks di atas, dapat
disimpulkan bahwa nikah szr77 dalam literatur
Islam cukup memiliki makna yang
bervariatif. Pertama, nikah sirri bisa
diartikan sebagai nikah yang tidak
dipersaksikan pada saksi yang memenuhi
syarat. Kedua, nikah sirri bisa diartikan
sebagai nikah yang tidak dipersaksikan oleh
dua orang saksi. Ketiga, nikah yang ada saksi
dan ada wali, namun si isteri atau khalayak
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ramai tidak dikehendaki mengetahui
pernikahan tersebut.

Sementara bila diperhatikan pula dalam
konteks bangsa Indonesia, istilah nikah sir7
atau dikenal juga dengan nikah di bawah
tangan popular
diterbitkannya Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal
2 ayat 2 Undang-undang tersebut
menyebutkan bahwa “Izap-tiap perkawinan
dicatat menurnt peraturan perundang-undangan
yang berlakn. Ketentuan ini lebih lanjut
diperjelas dalam BAB II Peraturan
Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 yang
intinya, sebuah pernikahan baru dianggap
memiliki kekuatan hukum di hadapan

mulai semenjak

undang-undang jika dilaksanakan menurut
aturan agama dan telah dicatatkan oleh
pegawal pencatat perkawinan yang
ditentukan undang-undang. Hal tersebut
diperjelas dalam KHI (Kompilasi Hukum
Islam) pasal 5 (1) yang menyebutkan, “4gar
terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat
Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Begitu
juga dalam pasal 6 (2) ditegaskan bahwa
“Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan
Pegawai Pencatat Nikab tidak mempunyai
kekunatan hukum’”.

Dengan demikian, masyarakat
Indonesia memahami bahwa nikah sirri
adalah nikah yang tidak dicatat oleh pejabat
akta nikah setelah lahirnya undang-undang
perkawinan tersebut. Pemahaman inilah
yang berkembang terus turun-temurun dari
generasi ke generasi di tengah masyarakat
masyarakat Indonesia.

Sebab Terjadinya Nikah Sirri dan
Akibatnya

Sebenarnya fenomena pernikahan nikah
sirri atau nikah di bawah tangan bagi umat
Islam di Indonesia masih terbilang banyak.
Praktek nikah sir7i biasanya bukan saja
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dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah,
tetapi juga oleh lapisan masyarakat
menengah keatas. Sebut saja misalnya kasus
nikah sirri Aceng Fikri, mantan Bupati
Garut dan kasus nikah sirri Syekh Puji
beberapa tahun silam, termasuk pula
beberapa orang artis lainnya seperti yang
dipublikasikan di media.

Kondisi demikian terjadi karena
beberapa faktor yang melatarbelakanginya.
Untuk mengetahui faktor apa saja yang
menjadi pemicu terjadinya pernikahan sirri
tersebut masih memerlukan penelitian
yang seksama. Meskipun demikian,
berdasarkan pengamatan para ahli secara
umum nikah s/r7; dapat disebabkan oleh
beberapa faktor.

Prof. H.A. Wasit Aulawi, menyebutkan
ada beberapa faktor yang menyebabkan
terjadinya nikah sirri, yaitu faktor
pengetahuan masyarakat yang belum bulat,
taktor fiqih yang tidak mengatur batas umur
nikah, dan faktor kekhawatiran orang tua
yang betlebihan terhadap jodoh anaknya.'
Pengetahuan masyarakat dalam hal ini
terpecah-pecah, sehingga ada yang
menyatakan “perkawinan sah menurut
agama”, “perkawinan sah menurut hukum”
dan sebagainya. Fiqih memang tidak
mengenal mengatur batas umur untuk
nikah. Anak umur berapa saja dapat
dinikahkan. Karena anaknya masih kecil,
biasanya nikahnya dilaksanakan secara sirr.
Demikian juga halnya adanya ketakutan
orang tua terhadap anaknya tidak
mendapatkan jodoh."”

Sedangkan menurut Prof. Dr. Abdul
Manan, S.H.,S.Ip., M.Hum'’, Hakim Agung
Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa
taktor-faktor penyebab
perkawinan secara sirrz, antara lain:

1. Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-
nilai yang terkandung dalam perkawinan

terjadinya

masih sangat kurang, mereka masih
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menganggap  bahwa  masalah
perkawinan itu adalah masalah pribadi
dan tidak perlu ada campur tangan
pemerintah/negara.

2. Adanya kekhawatiran dari seseorang
akan kehilangan hak pensiun janda
apabila perkawinan baru didaftarkan
pada pejabat pencatat nikah.

3. Tidak ada izin isteri atau isteri-
isterinya dari Pengadilan Agama bagi
orang yang bermaksud kawin lebih
dari satu orang.

4. Adanya kekhawatiran orang tua
terhadap anaknya yang sudah bergaul
rapat dengan calon isteri/suami,
sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal
negatif yang tidak diinginkan, lalu
dikawinkan secara diam-diam dan tidak
dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

5. Adanya kekhawatiran orang tua yang
berlebihan terhadap jodoh anaknya,
karena anaknya segera dikawinkan
dengan suatu harapan pada suatu saat
jika sudah mencapai batas umur yang
ditentukan terpenuhi, maka perkawinan
baru dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.

Kelihatannya praktek nikah sz tidak
dilandasi
pemenuhan kebutuhan biologis atau
material semata. Akan tetapi, selain

sepenuhnya keinginan

ketidaktahuan sebagian masyarakat
terhadap dampak pernikahan sir7, juga
karena mereka meyakini bahwa dengan
nikah s7rri akan terpenuhi kebutuhan
ekonominya, mempercepat perolehan
status sebagal isteri orang terpandang di
tengah masyarakat,
tercukupi dan bisa memperbaiki marwah
dan keturunannya. Bahkan kerap pula

kebutuhannya

menjadikan nikah g7/ sebagai kendaraan
poligami, guna mengatasi perselingkuhan
atau menghindari dari perbuatan zina.
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Al-Quran menjelaskan bahwa manusia
secara naluriah, disamping mempunyai
keinginan terhadap anak keturunan, harta
kekayaan dan lain-lain, juga sangat menyukai
lawan jenisnya. Untuk memberikan jalan
keluar yang terbaik mengenai hubungan
manusia yang berlainan jenis itu, Islam
menetapkan suatu ketentuan yang harus
dilalui, yaitu perkawinan.'” Hal tersebut
sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-
Rum ayat 21 yang berbunyi:

) O3 A e S O
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda
keknasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmn istri-istri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramn
rasa kasih dan sayang Sesunggubnya pada
yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS.
30: 21)

Lebih lanjut Allah Swt. berfirman dalam
surat an-Nahl ayat 72, sebagai berikut:

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamn istri-
istri dari jents kamu sendiri dan menjadikan
bagimu dari istri-istri kamm itn, anak-anak
dan cucn-cucn, dan memberinm regki dar yang

baik-baik”.(QS. 16 : 72).
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Berdasarkan kedua ayat di atas dapat
dipahami bahwa Islam memerintahkan
umatnya untuk menikah, tidak
membenarkan hidup membujang. Pada
hakikatnya perkawinan itu bukan semata-
mata untuk kesenangan lahiriah, melainkan
juga untuk membentuk suatu ikatan
kekeluargaan, pria dan wanita dapat
memenuhi kebutuhan seksual yang wajar,
memelihara diri dan keturunannya.

Dalam Islam, pelaksanaan suatu
pernikahan harus sesuai dengan ketentuan
syatri’at, yakni memenuhi syarat dan rukun
sebagaimana diatur dalam al-Qur’an dan
hadits, atau yang telah terhimpun dalam
khazanah hukum figih.”" Suatu pernikahan
hendaklah dilakukan oleh wali atau wakil wali
dan disaksikan oleh para saksi. Meskipun,
secara dogmatis tidak ada nash al-Quran
atau hadis yang mengatur pencatatan
perkawinan. Akan tetapi pencatatan
perkawinan merupakan ketentuan yang
perlu diterima dan dilaksanakan oleh siapa
saja yang akan melangsungkan pernikahan.

Islam memandang bahwa perkawinan
itu lebih dari sekedar ikatan perjanjian biasa.
Perkawinan itu merupakan perjanjian yang
sangat kuat (wztsagan ghalidhan). Oleh karena
itu, akad nikah bukanlah transaksi
(mu’amalah) biasa. Akan tetapiia merupakan
perjanjian yang sangat kuat, seperti
disebutkan dalam al-Qut’an surat an-Nisa’
ayat 21:

z
zZ -,

PN Y - b TLE .-
T lale s v emis 0515 amy

Artinya:  “Bagaimana fkamn akan
mengambilnya kembali, padabhal sebagian
kamu telah bergaul (bercampnr) dengan yang
lain sebagai suami-isters. dan mereka (isteri-
isterimu) telah mengambil dari kamu

perjanjian yang kuat”(QS. an-Nisa’ :21).
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Dalam hukum Islam, keharusan
mencatatkan perkawinan untuk pembuatan
Akte Nikah dianalogikan kepada pencatatan
dalam masalah transaksi utang-piutang
(mudayyanah) yang dalam situasi tertentu
diperintahkan untuk mencatatnya. Hal
tersebut ditegaskan dalam firman Allah surat
al-Bagarah ayat 282:

01 ody @013 13 s Zadll G
L -g 327 © a8 2 =2 7 -3 - £

AR
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman,
apabila kamu bermn’amalah tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan,
hendaklah kamu menunliskannya. Dan
hendaklah seorang pennlis di antara kamn

mennliskannya dengan benar” (QS. 2:
282).

Firman Allah di atas dapat dipahami
bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan
yang sangat kuat (mitsagan ghalidhan). Ketika
pernikahan dimaknai sebagai ikatan yang
demikian kuat dan mendalam, maka perlu
dicatat karena ia memiliki makna yang kuat
baik hakiki maupun implikasinya. Perlu
diingat bahwa ikatan perjanjian biasa,
misalnya semacam utang piutang saja perlu
dicatat, apalagi ikatan perkawinan yang
merupakan perjanjian luhur, tentu tidak
mungkin dibiarkan berlangsung begitu saja
tanpa adanya pencatatan. Dalam hal
pencatatan nikah ini dilakukan oleh pejabat
yang berwenang;

Di samping itu, Allah Swt. berfirman
dalam surat an-Nisa’ ayat 59 sebagai
berikut:

J5i M sncke
25 AT U35
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Artinya: “Wabai orang yang beriman ta’atlah
kepada Allab dan ta’atlah kepada Rasul dan
Ulil Amri diantara kalian”.(QS. 3 : 59).

Dalam konteks ini perlu kiranya
memahami penalaran hukum yang terdapat
pada ayat di atas secara komprehensif.
Meskipun terdapat perbedaan pendapat
seputar makna “U// Amr”, namun di sini
dapat disimak pendapat Ahmad Musthata
Al-Maraghi yang menjelaskan bahwa yang
dimaksud dengan “U/i/ Amri” adalah
pemerintah (pemimpin), baik pemerintah
pusat ataupun penerintah dibawahnya,
dimana tugasnya adalah memelihara
kemaslahatan umat manusia. Dengan
demikian aturan-aturan yang dibuat oleh
pemerintah untuk kemaslahatan manusia
wajib dita’ati selama aturan-aturan tersebut
tidak bertentangan dengan Al-Quran dan
As-Sunnah."

Menurut Mujahid, Atha’ dan Hasan
Basri yang dimaskud dengan “Ul/ amri”
adalah pemimpin yang ahli dalam agama.
Oleh karena itu aturan-aturan yang dibuat
oleh pemimpin yang ahli dalam agama wajib
dita’ati, sedangkan aturan-aturan yang
bertentangan dengan hukum Allah dan
Rasul-Nya tidak perlu dita’ati, sebagaimana
disebutkan dalam hadits yang shahih yang
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang
artinya ‘Sesunggubnya ta’at itu hanya untuk yang
baik sedangkan untuk kemafksiatan tidak wajib
ta’al™®

Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa kebijakan pemerintah untuk
mewujudkan kemaslahatan umat Islam,
maka peraturan-peraturan itu wajib dita’ati.
Artinya pencatatan pernikahan meskipun
merupakan perkara administratif, namun
tidak bertentangan dengan perinsip syari’at
dan sesuai dengan semangat al-Quran.
Apalagi bila hal ini dihubungkan dengan
salah satu gaidah figh (kaidah-kaidah yang
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menjadi nalar hukum dalam Islam), yaitu:
il b g i8N e oW1 S5 (swatu tindakan
pemerintab berintifan terjaminnya kepentingan dan
kemaslabatan rakyatnya), maka pertimbangan
kemaslahatan dalam menyusun sebuah
kebijakan bisa dibenarkan selama tidak
bertentangan dengan dalil-dalil yang gazh’
(sudah jelas). Sebab penetapan hukum atas
dasar kemaslahatan merupakan salah satu
prinsip dalam penetapan hukum Islam.

Di samping hal tersebut di atas, juga perlu
diperhatikan tentang maqashid al-syari’ah
(tujuan disyari’atkan hukum) dalam Islam.
Dalam konsep maqashid al-syari’ah diharapkan
segala sesuatu yang dikerjakan manusia tidak
lepas dari kemashlahatan (kebaikan) manusia
itu sendiri dan manusia di sekitarnya tidak
hanya untuk kemashlahatan sesaat, tetapi
antisipasi panjang  lebih
diperhitungkan. Oleh karena itu, perkawinan
vang tidak tercatat akan menimbulkan
banyak mudharat (keburukan) bagi

jangka

pasangan suami isteri maupun bagi pihak
lain yang terkait dengan perkawinan tersebut.
Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan
merupakan salah satu prinsip dalam
penetapan hukum Islam, sebagaimana
disebutkan dalam kaidah fighiyah “ daru/
mafasid muqoddamn ‘ala jalbi al-mashalth “lebih
sesual diterapkan, karena menghindari
kemafsadatan harus didahulukan daripada
menutup kemaslahatan. Hal ini nampak sekali
dalam pernikahan /777, yang meski sah secara
agama, namun orang sengaja menutup mata
atas resiko-resiko dan kemadlaratan yang
akan terjadi.

Solusi Pernikahan Sirri

Pada prinsipnya, proses pernikahan sir7/
bisa dikatakan sah secara agama, membawa
ketenangan batin, terhindar dari zina dan
sebagainya. Akan tetapi, hanya untuk
beberapa saat saja, karena sederet
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permasalahan yang menyertaipun sudah
terbaca bahkan sebelum perkawinan
berlangsung. Pernikahan sirr7 akan
memunculkan banyak sekali kelemahan yang
dapat mengancam kehidupaan, terutama
bagi pihak perempuan dan anak-anaknya.
Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk
mengatasi problem yang sudah terjadi adalah
dengan memanfta’atkan peluang (oppurtunity)
yang ditawarkan, antara lain:

1. Mencatatkan Perkawinan dengan I#sbat

nikah.

Bagi yang beragama Islam yang
perkawinannya tidak dapat dibuktikan
dengan Akta Nikah, dapat diajukan
Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama (KHI,
pasal 7 ayat 2). Pengajuan Itsbat Nikah
dimungkinkan bila berkenaan dengan
hal-hal:

a. Dalam rangka Penyelesaian
Perceraiana

b. Hilangnya Akta Nikah

c. Adanya keraguan tentang sah atau
tidaknya salah satu syarat perkawinan

d. Perkawinan yang terjadi sebelum
berlakunya UU No. 1 Tahun 1974

e. Perkawinan yang dilakukan oleh
mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut UU
No. 1 Tahun 1974 (KHI, pasal 7
ayat 3). Artinya, bila ada salah satu
dari kelima alasan tersebut dapat
dipergunakan, maka permohonan
pengesahan perkawinan bisa
diajukan ke Pengadilan Agama.
Tetapi untuk perkawinan bawah
tangan (pernikahan sirrj) yang
dilakukan setelah betrlakunya UU No.
1 Tahun 1974, hanya dimungkinkan
itsbat nikah dalam rangka proses
perceraian. Hal ini akan sulit sekali
bagi pasangan nikah sir77 yang justru
ingin melanggengkan pernikahannya
secara resmi. Bila permohonan
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ditolak, jalan keluar yang dilakukan
adalah menikah (lagi) secara resmi
dan tentunya dengan prosedur awal
lagi. 42

2. Walimah Al-Ursy.

Walimatul Ursy atau resepsi pernikahan
ini hanya sebagai bentuk rasa syukur dengan
cara memberitahukan kepada masyarakat
sekitar bahwa telah terjadi pernikahan yang
resmi antara pasangan laki-laki dan
perempuan. Hal ini akan mengurangi
problem sosial, dan mengurangi opini
masyarakat tentang prasangka negatif atas
perkawinan yang terjadi. Dengan walimatnl
ursy ini diharapkan mempelai bisa
bersosialisasi dengan masyarakat secara baik
tanpa khawatir ada gunjingan yang
membebani batinnya. Jadi tidak ada alasan
mengapa pernikahan harus dirahasiakan bila
memang sudah mampu dan siap secara lahir
dan batin. Karena pernikahan adalah
perbuatan hukum, yang harus ditegaskan
dalam surat nikah, demikian juga pernikahan
adalah rahmat, yang harus disebarkan
kepada sesama supaya tidak menimbulkan
fitnah.

Penutup

Berdasarkan uraian yang telah penulis
paparkan di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa nikah sirri adalah nikah yang
dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun
yang  ditetapkan syari’at, tetapi
pelaksanaannya secara sembunyi-sembunyi,
ada yang dicatat tapi disembunyikan dari
masyarakat dan ada juga yang tidak
dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah
(PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan
Agama (KUA). Nikah sirri lazim disebut
juga dengan nikah di bawah tangan. Secara
normatif, tidak ada nash al-Quran atau
hadist

yang mengatur pencatatan
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perkawinan. Sedangkan, hukum nikah yang
tidak dicatatkan ke KUA, meskipun
dianggap sah menurut agama, tetapi
pernikahan ini masih menyisakan persoalan
karena akan mudharat yang lebih besar bagi
petempuan maupun anak-anaknya. Selain
itu yang bersangkutan dianggap “berdosa”
karena mengabaikan perintah Allah Swt.
untuk mengikuti aturan pemerintah (#//
anri).

Wallahu a’lamu bi ash-shawab.
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